
Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
IK:Ketersediaan Beras (Ton), Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (SKor), Stabilisasi Harga (CV)

Program Peningkatan Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan Masyarakat
IK:Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi
(SKOR)

Program Penanganan Kerawanan Pangan
IK:Persentase Penurunan daerah rawan
pangan, Penanganan Daerah rentan rawan
pangan

Program Pengawasan Keamanan Pangan
IK: Penanganan Daerah rentan rawan pangan

• Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau
Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah
Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan (IK: Jumlah prognosa pangan dan
harga)

• Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan
Provinsi (IK: Jumlah cadangan pangan provinsi)

• Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan
Gizi melalui Media Provinsi. IK:Jumlah promosi
Penganekaragaman KonsumsiPangan Berbasis
Sumber Daya Lokal dan UMKM yang terfasilitasi.

• Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan
Makanan. IK: Jumlah informasi Harga Pangan, Jumlah Informasi
Neraca Bahan Makanan

• Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. IK: Jumlah
kelompok Pekarangan Pangan Lestari yang terfasilitasi, Jumlah
Kelompok Usaha Olahan Pangan Lokal

• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan
Pokok dan Pangan Lainnya. IK: Jumlah Kegiatan Gelar Pangan
Murah Berkualitas, Jumlah Koordinasi/ sinkronisasi Pemantauan
Harga Pangan Tingkat Produsen, Pedagang Eceran dan Grosir,
Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi, Pemantauan Stok dan
Pasokan.

• Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan
Provinsi.IK:Jumlah Kelompok Lumbung Pangan yang terfasilitas

• Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal. IK: Jumlah
Analisa Ketersediaan Pangan

• Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan
Pemerintah Provinsi. IK: Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi

• Penyusunan Peta Kerentanan dan
Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi.

• Penanganan Kerawanan Pangan
Kewenangan Provinsi

• Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi
Lintas Daerah Kabupaten/Kota. IK:Jumlah pengawasan
keamanan pangan segar

• Penyusunan, Pemutakhiran dan
Analisis Peta Ketahanan dan
Kerentanan Pangan Provinsi dan
Kabupaten/Kota. IK; Jumlah
kabupaten /Kota yang menyusun
peta kerawanan pangan

• Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, dan Penyaluran
Cadangan Pangan pada Kerawanan
Pangan yang Mencakup lebih dari 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. IK:
Jumlah Pelaksanaan Pengadaan,
Pengelolaan, danPenyalura n
Cadangan Pangan pada Kerawanan
Pangan yang Mencakup lebih dari 1
(satu)Daerah Kabupaten/Kota dalam
1(satu) DaerahProvinsi

• Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota. IK:Jumlah Sertifikasi Prima, Jumlah
sertifikasi Health Certificate, Jumlah registrasi (dokumen)
Pangan segar asal tumbuhan, Jumlah registrasi (Dokumen)
Registrasi Packing House.

• Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota. IK:Jumlah Lokasi pengawasan

• Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota. IK: Jumlah Pengawasan mutu dan
keamanan pangan

Erselon II

Erselon III

Erselon IV

Pelaksana/
Fungsional



Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan Prioritas
IK: Prersentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan

Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura Prioritas
IK: Prersentase Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura

Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana
Pertanian. IK:Persentase Peningkatan produksi
tanaman pangan, Persentase Peningkatan indeks
pertanaman

Program Penyediaan Dan Pengembangan
Prasarana Pertanian. IK: Peningkatan produksi
pangan, Peningkatan indeks pertanaman

Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana
Pertanian. IK:Prosentase penurunan potensi kehilangan
hasil akibat serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan
dan DPI

• Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian.
IK:Jumlah sarana alsintan

• Pengawasan Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Hortikultura. IK:
Jumlah produksi benih sayur, Jumlah produksi
benih buah, Jumlah produksi benih
biofarmaka, Jumlah produksi benih
florikultura

• Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida,
Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian.
IK: Persentase penyaluran pupuk bersubsidi,
Jumlah hibah alsintan pra panen, Jumlah
sarana pertanian cooperative Farming,
Jumlah Hibah pasca Panen Tanaman Pangan,
Jumlah Hibah pasca Panen Tanaman
Hortikultura, Fasilitasi Pembiayaan, AUTP,
pelaku usaha dan analisa usaha tani.

• Pengawasan Mutu, Penyediaan dan
Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan.
IK:Jumlah benih tersertifikasi tanaman
pangan, Jumlah Penerbitan Sertifikasi Benih
Tanaman Pangan, Jumlah Pengawasan Benih
Tanaman Pangan (Pelabelan Ulang),
Dokumen Pengawasan/Pengecekan Mutu
Benih TP Yang Beredar.

Erselon II

Erselon III

Erselon IV

Pelaksana/
Fungsional

• Penataan Prasarana Pertanian.
IK:Jumlah Luas Kawasan, Jumlah Prasarana

• Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
Pertanian Provinsi. IK:Prosentase luas areal
pengendalian dan penanggulang an bencana OPT
dan DPI, Rasio luas serangan OPT yang dapat
ditangani terhadap total luas serangan OPT Tanaman
Pangan, Rasio luas terkena DPI yang dapat ditangani
terhadap total luas terkena DPI Tanaman Pangan

• Perencanaan Pengembangan Prasarana,
Kawasan dan Komoditas Pertanian.

• Koordinasi, Sinkronisasi dan
Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi
di Tingkat Usaha Tani. IK:Jumlah
terbinanya pendayagunaan lahan dan air
di kabupaten/kota.

• Pembangunan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD
Pertanian serta Sarana Pendukungnya.

• Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan
Perkebunan. IK:Jumlah laporan pengamatan
Organisme Pengganggu Tumbuhan dan DPI Tanaman
Pangan dan Hortikultura , Jumlah lokasi menerapkan
Manajemen Tanaman Sehat , Jumlah Petani Penerap
MTS, Jumlah Klinik Tanaman, Peningkatan
Ketrampilan Petani dalam Pengendalian OPT (Petani
Pengamat).

• Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.
IK:Jumlah kelompok penerima Bantuan, Peningkatan
Kemampuan Petugas dan Petani Dalam antisipasi
DPI.

Program Penyuluhan Pertanian.
IK:Peningkatan Kelas Kelompok Petani melalui
Penyuluhan, Tingkat Pemahaman, Kemampuan dan
Penerapan Materi pelatihan oleh Purna Widya

• Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian.
IK: Jumlah penyuluh pertanian yang difasilitasi
/Dikembangkan dalam rangka peningkatan SDM

• Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian.
IK:Jumlah penyuluh pertanian dan petani yang
difasilitasi /dikembangkan dalam rangka peningkatan
SDM, Jumlah kelompok tani yang difasilitasi.

• Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian
ASN. IK: Jumlah penyuluh ASN yang mengikuti bimtek
pengembangan kompetensi penyuluh pertanian

• Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani.
IK: Jumlah petani dan Petugas Lapang Teredukasi
Agribisnis, Jumlah Kurikulum Peningkatan
Kompetensi SDM Pertanian, Jumlah pelaksanaan
penyuluhan dan pembinaan kelompok serta
koordinasi program penyuluhan, Jumlah penyuluh
swadaya yang mengikuti bimtek peningkatan
kapasitas penyuluh, Jumlah penyuluh yang mengikuti
workshop Informasi Teknologi dan manajemenen
dalam mendukung Kostratani



Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Pertanian,
Kehutanan dan Perikanan (Tanaman Pangan dan Hortikultura)

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan.

IK: Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP Perangakat 
Daerah (SKOR)

Erselon II

Erselon III

Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah Provinsi. IK: 
Persentase indikator Program yang 

tercapai, Persentase realisasi 
anggaran, Indeks profesionalitas ASN

Erselon IV

Perencanaan, Penganggaran, dan 
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. 
IK:Capaian kinerja Program Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Jawa Timu

Pengadaan Barang 
Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah. 
IK:Jumlah persentase 

pembelian
barang

Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintahan 
Daerah. IK:Pelayanan

Jasa

Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan 

PemerintahanDaerah.IK:Pemeli
haraan barang

• Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah.
IK: Jumlah dokumen
perencanaan perangkat Daerah

• Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah. IK:Monitoring dan
Evaluasi Kab / Kota
(Pertemuan/F GD, dan Observasi
lokasi)

• Penyediaan Gaji dan Tunjangan
ASN. IK:jumlah laporan
pembayaran gaji dan tunjangan

• Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN.
IK:jumlah laporanAdministrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

• Pelaksanaan Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi
Keuangan SKPD.

• Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD. IK:Jumlah
Laporan akutansi perangkat
daerah

• Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD. IK:Jumlah dokumen
keuangan SKPD

• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor. IK: jumlah paket pengadaan

• Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. IK:
jumlah paket pengadaan

• Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. IK:jumlah paket
pengadaan

• Penyediaan Bahan Logistik Kantor. IK:jumlah paket
pengadaan

• Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.
IK:jumlah paket pengadaan

• Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan. IK:jumlah paket pengadaan

• Fasilitasi Kunjungan Tamu. IK:jumlah paket pengadaan
• Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

SKPD. IK:Jumlah Laporan
• Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD. IK: Jumlah

daftar arsip aktif, arsip inaktif, arsip vital
• Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik pada SKPD. IK:Jumlah sistem informasi yang
didukung

• Pengadaan
Peralatan dan
Mesin Lainnya. IK:
Jumlah peralatan
dan mesin lainnya.

• Pengadaan Sarana
dan Prasarana
Pendukung
Gedung Kantor
atau Bangunan
Lainnya. IK:Jumlah
paket pengadaan

• Penyediaan Jasa Surat
Menyurat. IK: Jumlah
pengiriman dokumen

• Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik. IK:Jumlah
penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik

• Penyediaan Jasa Peralatan
dan Perlengkapan Kantor.
IK:Jumlah Jasa

• Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor. IK: Jumlah
Jasa

• Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan,
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan.

• Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya.
IK:Jumlah peralatan
danmmesin lainnya yang
dipelihara

Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah. IK: Realisasi anggaran

Administrasi Umum Perangkat Daerah. IK:Jumlah 
pelayanan administrasi

Pelaksana/
Fungsional


